SALINAN

WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan
keadaan yang menyebabkan sisa. lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang...



10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

15. Peraturan...



Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2009 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2018 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan
WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
semula berjumlah Rp.669.581.285.961,95 berkurang sejumlah
Rp.24.760.151.283,87 sehingga menjadi Rp.644.821.134.678,08,
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

d. SemMla. icosnamssssrmevssssvivnsevansssnoans Rp. 672.973.628.679,58
b. BerkUrang. . ..c.issssssvesvsasssconavsarea Rp. 29.733.576.898,61
Jumlah Pendapatan setelah........ Rp. 643.240.051.780,97
perubahan
2. Belanja
A, SEMUIA.......cccomecissessasssssssssassassesvas Rp. 669.581.285.961,95
b. Berkurang......cc.cceecssesceccossasesssesces Rp. 24.760.151.283,87

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 644.821.134.678,08
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (1.581.082.897,11)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1.1, SeMYBNS. -vvovsesssssssisassiigifssisassss Rp. 1.154.039.045,37

1.2. Bertambah.......c.ccovvvnviiincnnnnns Rp. 427.043.851,74
Jumlah Penerimaan setelah.. Rp. 1.581.082.897,11
perubahan

b. Pengeluaran...



(1)

(2)

b. Pengeluaran

2.1. SEMULAL....oreornersosssiasassvonssnins Rp. 4.546.381.763,00
2.2, BerKirang. ... ... wassssssssnsssessos Rp. 4.546.381.763.00
Jumlah Pengeluaran setelah.. Rp. 00
perubahan
Jumlah Pembiayaan netto..... Rp. 00
setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan........... Rp. 0,00

anggaran setelah perubahan

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah
P SO .. ..ccneencsissssissussasvessansasse Rp. 114.280.407.533,58
2. BErRUTHI w5 vssesasissessssmpsssrass Rp. 26.712.339.095,61
Jumlah Pendapatan asli daerah Rp. 87.568.068.437,97
setelah Perubahan

b. Dana perimbangan

I L O S B —— Rp. 518.321.300.211,00
2. Berltraiifll oo sanencsemmnannesne Rp. 2.837.591.803,00
Jumlah dana perimbangan..... Rp. 515.483.708.408,00

setelah Perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
L. SenmulAL......o.c --sesvassessisosmnsesyes Rp. 40.371.920.935,00
2. BerKUTaNE ;s rseesssasssuvssnsases Rp. 183.646.000.00
Jumlah lain-lain pendapatan.. Rp. 40.188.274.935,00
daerah yang sah setelah
perubahan

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula.....ccceeuvvecenceecncerencenees Rp. 10.394.296.173,00
2. Bertanibal.......-.cisssssssssossvsson Rp. 466.054.468,00
Jumlah pajak daerah setelah.. Rp 10.860.350.641,00
perubahan
b. Retribusi daerah
1: Semula. .oossssinssssssesssnnnnes Rp. 5.238.862.510,00
D. Bertambal .. .ocivcsssamasnsacavonsone Rp. 152.150.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah Rp. 5.391.012.510,00
perubahan
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
L. SEHAIA....rnssasmmeimsdinssmsorsaissamss Rp. 14.283.146.574,00
2. BErKUTANE. ...« sissssnvosvonsonsossons Rp. 4.054.882.694,00
Jumlah Hasil pengelolaan........ Rp. 10.228.263.880,00

kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan

d. Lain-lain...



(3)

(4)

(1)

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula.........cocosesssssssssssassassas Rp.
2. BEerkUurang. .. ....«issssessssssssssesss Rp.

84.364.102.276,58
23.275.660.869,61

Jumlah lain-lain pendapatan.. Rp.

daerah yang sah setelah
perubahan

61.088.441.406,97

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil

17.258.420.000,00
308.581.197,00

17.567.001.197,00

425.200.537.000,00
3.146.173.000,00

1. Semula......cccocceececececenenecssesness Rp.

2. Bertambah......ccccoceeieiuiiininnnnn. Rp.
Jumlah dana bagi hasil setelah Rp.
perubahan

b. Dana alokasi umum

1. SEULA. ..oreenmssossaonissssisrsosesieny Rp.

2. BErKUTaNE. . ssssssssessisnsssasssavesoes Rp.
Jumlah dana alokasi umum... Rp.

setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1. Semiala. o sesoensessessunspsnsoseasess Rp.
2. Berkurang/(berkurang)............. Rp.

422.054.364.000,00

75.862.343.211,00
0,00

Jumlah dana alokasi khusus... Rp.

setelah perubahan

75.862.343.211,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

13.794.800.000,00
183.646.000,00

L - SEMUIA. .. cocconcoaranerssonssncstbssaiisss Rp.
2. Berkurang.......c.....ccssessossescssess Rp.
Jumlah pendapatan hibah...... Rp.

setelah Perubahan

13.611.154.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

26.577.120.935,00
0,00

Lainnya

1. SeMla.....ccverrrrnasnacsissiinssisnvonen Rp.

2. Bertambah/(Berkurang).......... Rp.
Jumlah dana bagi hasil...... Rp.

pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya
setelah Perubahan

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud
dari :
a. Belanja tidak langsung

1. Semila.. ......swimncsesisssagenassass Rp.
2. BerRUTang: «cesssssssssnsmsanssnovenon Rp.

26.577.120.935,00

dalam Pasal 1 terdiri

289.587.519.518,00
6.716.663.435,00

Jumlah belanja tidak langsung Rp.

setelah Perubahan
b. Belanja langsung

282.870.856.083,00

. 379.993.766.443,95

18.043.487.848,87

1. SemlA. ... sssiesiosssscensessavesss Rp
2. BetloUTang. . .:: :ssssswsssssanseosvrsvess Rp.
Jumlah belanja langsung........ Rp.

setelah Perubahan

361.950.278.595,08

(2) Belanja....



(2)

(3)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah

1. Semulf...cccirenrecreccrnrensescescssnans Rp. 263.355.199.518,00
2. Berkurang.........c.cccoeesensnassesses Rp. 5.334.323.935,00
Jumlah belanja pegawai......... Rp. 256.673.636.083,00

setelah Perubahan

b. Belanja hibah sejumlah

1. Semmuile. .cosmnminpssascsasvessnacess Rp. 5.967.100.000,00

D, BeYRITANE s svcss555558555 6554535455555 Rp. 35.100.000,00
Jumlah hibah setelah............. Rp. 5.932.000.000,00
Perubahan

c. Belanja bantuan sosial sejumlah

1, 'SemUla.....oreorerneessimsvesuisisvssnne Rp. 19.415.220.000,00

2. Bertambah /(Berkurang).......... Rp. 0,00
Jumlah bantuan sosial........... Rp. 19.415.220.000,00

setelah Perubahan

d. Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa dan partai
politik sosial sejumlah

1.Semula....ccoouevniiniiiniiciennnannn. Rp. 350.000.000,00

2. Bertambah /(berkurang)........... Rp. 0,00
Jumlah bantuan keuangan.... Rp. 350.000.000,00
kepada partai politik setelah
Perubahan

e. Belanja tidak terduga sejumlah

1. Semula.cooiisssssssnssssssvsnseseonse Rp. 500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)........... Rp. 0,00
Jumlah bantuan sosial............ Rp. 500.000.000,00

setelah Perubahan

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah

1. Semula...........svsassssssossonsansnssss Rp. 26.745.740.000,00
2. BerkOUTaNg. .ccisesssssessonesovvassnsorse Rp. 506.244.836,00
Jumlah belanja pegawai......... Rp. 26.239.495.164,00

setelah Perubahan

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1.Semula.....cccoovuiinirininnnenneeneenns Rp. 256.976.252.549,95
2. Berkurang........cccccceevueennennnnens Rp. 9.853.234.704,87
Jumlah barang dan jasa......... Rp. 247.123.017.845,08

setelah Perubahan

c. Belanja modal sejumlah

1. Semala.. ;oooesessisssssassseersvosaonas Rp. 96.271.773.894,00

2. BErENTANE. - osscssasusisovssssvssvensen Rp. 7.684.008.308,00
Jumlah modal setelah............ Rp. 88.587.765.586,00
Perubahan

Pasal 4...



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :
a. Penerimaan
Vo BB - s ssnscssassiibalinbussiiins Rp. 1.154.039.045,37
D Bertatibabil st oiimnstisadesdacnanns Rp. 427.043.851,74
Jumlah penerimaan setelah... Rp. 1.581.082.897,11
Perubahan
b. Pengeluaran
1. Semula.....cccccnveerereccesecenearasais Rp. 4.546.381.763,00
2. BerKUTang. .....cse eseesessinssssssomss Rp. 4.546.381.763,00
Jumlah pengeluaran setelah... Rp. 0,00
Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya ;
T U S Rp. 1.154.039.045,37
2. Bertambah/(berkurang).......... Rp. 0,00
Jumlah SiLpa tahun anggaran Rp. 1.154.039.045,37
sebelumnya setelah Perubahan

b. Penerimaan kembali investasi non permanen ;

1. . SEATULR. ..o ooveessiesssmissssssamsssnsss Rp. 0,00
2. Bertambah .. ..covissessssesssasssocsises Rp. 427.043.851,74
Jumlah penerimaan kembali... Rp. 427.043.851,74

investasi non permanen
setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. SEMUIBL.....orerenrncnsamsissciniseassss Rp. 4.546.381.763,00
2. BErKUTANg. . ... rvsneomssisssssssssssvase Rp. 4.546.381.763,00
Jumlah Penyertaan modal..... Rp. 0,00

(investasi) pemerintah daerah
setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV ...



Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara,

Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-Lain;

Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Pendanaan untuk belanja keadaan darurat sekurang-

kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Pendanaan untuk belanja keperluan mendesak sekurang-
kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat;

c. pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan darurat
dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sibolga;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8...



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 12 September 2019

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2019 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/182/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP~19810121 200903 2 007



